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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya dinamika psikososial di birokrasi publik. Idealisme
reformasi kepegawaian sering kali berbenturan dengan lingkungan kerja toksik akibat politisasi
internal dan tidak berjalannya sistem merit, sehingga memicu celah antara kepatuhan administratif
formal dan kondisi psikologis aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
lingkungan kerja toksik dan kepemimpinan suportif terhadap kelelahan kerja serta kinerja pegawai,
serta mengevaluasi peran pemediasi kelelahan kerja dalam konteks birokrasi publik. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional terhadap 136 Aparatur Sipil
Negara. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)
dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja toksik berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kelelahan kerja (8 = 0,624; p = 0,000), sementara kepemimpinan suportif
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (§ = 0,277; p = 0,044). Namun,
kepemimpinan suportif tidak mampu mereduksi kelelahan kerja secara signifikan (f = —0,124; p =
0,335). Kelelahan kerja terbukti tidak memediasi pengaruh lingkungan kerja toksik maupun
kepemimpinan suportif terhadap kinerja pegawai, yang menandakan terjadinya pemutusan hubungan
kausalitas. Hasil ini memberikan dukungan empiris awal terhadap kemungkinan hadirnya fenomena
kinerja semu dalam birokrasi, yaitu ketika sistem penilaian kinerja formal yang kaku dan berbasis
kepatuhan administratif tampak terisolasi dari kelelahan kerja aparatur serta kerusakan sumber daya
akibat lingkungan kerja yang toksik.

Kata kunci : Lingkungan Kerja Toksik, Kepemimpinan Suportif, Kelelahan Kerja, Kinerja Pegawai, Kinerja
Semu

ABSTRACT

This research is motivated by the intense psychosocial dynamics within the public bureaucracy. The idealism of
civil service reform often clashes with toxic workplace environments resulting from internal politicization and the
failure of the merit system, thereby triggering a gap between formal administrative compliance and the
psychological condition of state apparatus. This study aims to analyze the influence of toxic workplace
environments and supportive leadership on job burnout and employee performance, and to evaluate the mediating
role of job burnout in the context of public bureaucracy. This study utilizes a quantitative approach with a cross-
sectional survey design involving 136 Civil Servants. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural
Equation Modeling (PLS-SEM) via SmartPLS 4. The results show that a toxic workplace environment has a
positive and significant effect on job burnout (f = 0.624; p = 0.000), while supportive leadership has a positive
and significant effect on employee performance (f = 0.277; p = 0.044). However, supportive leadership is unable
to significantly reduce job burnout (B =-0.124; p = 0.335). Job burnout is proven not to mediate the effect of either
a toxic work environment or supportive leadership on employee performance, indicating a causal decoupling
mechanism. These findings provide preliminary empirical support for the possible presence of a pseudo-
performance phenomenon within the bureaucracy, which occurs when a rigid, administrative compliance-based
formal performance appraisal system appears to be isolated from employee burnout and resource depletion caused
by a toxic workplace environment.

Keywords : Toxic Workplace Environment, Supportive Leadership, Job Burnout, Employee Performance,
Pseudo-Performance
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Pendahuluan

Keberhasilan reformasi kepegawaian di sektor publik tidak hanya ditentukan oleh
adopsi instrumen tata kelola formal, tetapi juga oleh kualitas lingkungan kerja, relasi
kepemimpinan, dan iklim psikososial di tingkat operasional. Di berbagai negara, transformasi
birokrasi secara konsisten diarahkan pada penguatan sistem merit dan akuntabilitas
berorientasi hasil. Hal ini tercermin dari adopsi seleksi berbasis kompetensi, rekrutmen bebas
patronase, dan mekanisme lelang jabatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun
dalam aspek akuntabilitas, meskipun skema pay-for-performance dan remunerasi kompetitif
mulai diadopsi oleh sejumlah negara berkembang untuk memotivasi aparatur (Meyer-
Sahling et al., 2021), kebijakan ini berisiko menjadi kontraproduktif jika tidak didukung oleh
lingkungan institusional yang kuat seperti supremasi hukum dan sistem merit (Han et al.,
2024). Bahkan, peningkatan variasi gaji di negara-negara berpenghasilan rendah ditemukan
memiliki korelasi negatif terhadap efektivitas kinerja pemerintahan (Han et al., 2024).

Pada aspek implementasi, idealisme regulatif reformasi birokrasi sering kali
berbenturan dengan realitas politik dan manajemen, termasuk adanya praktik politisasi
internal yang dapat menghambat profesionalisme pegawai (Pollitt & Bouckaert, 2011).
Lingkungan kerja yang terpolitisasi dan toksik ini menciptakan tekanan psikososial berupa
kelelahan kerja yang mengancam keterlibatan serta perilaku kewargaan pegawai (Anjum &
Ming, 2018; Asamoah-Appiah et al., 2024; Bukhari et al., 2026; Kulachai, 2025). Di tingkat
mikro, kondisi tersebut dipicu oleh dinamika interpersonal negatif, alokasi beban kerja yang
tidak sehat, serta ketidakadilan perlakuan manajerial yang berujung pada penurunan
motivasi dan produktivitas organisasi secara signifikan (Anjum & Ming, 2018; Asamoah-
Appiah et al., 2024).

Sebagai stresor interpersonal, toxic workplace environment atau lingkungan kerja toksik
yang ditandai oleh perilaku destruktif, konflik interpersonal, dan ketidakadilan secara
sistematis menguras sumber daya psikologis pegawai (Anjum & Ming, 2018; Pertiwi et al.,
2024). Kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif ini secara signifikan memperbesar risiko
terjadinya job burnout atau kelelahan kerja, sebuah fenomena psikologis yang ditunjukkan
melalui kelelahan emosional (emotional exhaustion), sikap depersonalisasi (depersonalization),
serta penurunan persepsi terhadap pencapaian pribadi (reduced personal accomplishment) (Fang
& Wang, 2026). Gejala burnout tersebut merupakan respons akumulatif terhadap pemicu stres
kerja berkepanjangan yang dapat mengikis motivasi kerja dan menurunkan kualitas layanan
publik (Dara et al., 2025). Sebagai antitesis terhadap lingkungan kerja yang toksik, supportive
leadership atau kepemimpinan suportif berperan penting sebagai faktor pelindung (buffer).
Melalui pemberian dukungan emosional dan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan
psikologis pegawai (House, 1996), supportive leadership secara efektif membangun iklim
kondusif yang menurunkan tingkat stres serta mencegah eskalasi burnout di sektor publik
(Blomberg et al., 2024; Serengaard & Langvik, 2022). Namun, efektivitas dukungan
interpersonal tersebut tidak selalu cukup untuk mengatasi tekanan sistemik yang
terinstitusionalisasi.

Employee performance atau kinerja pegawai merupakan konstruk multidimensional yang
mencakup kinerja tugas, kontekstual, dan perilaku kontraproduktif yang merefleksikan
adaptabilitas serta proaktivitas aparatur (Griffin et al., 2007). Dalam konteks birokrasi
Indonesia, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) diukur melalui pencapaian target kerja
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tahunan dan kompetensi perilaku guna menjamin efektivitas pelayanan publik (Astuti &
Suryani, 2025). Dinamika kompleks antar-variabel ini dijelaskan secara teoretis melalui tiga
landasan utama. Pertama, model Job Demands-Resources (JD-R) yang menjelaskan toxic
workplace environment sebagai job demand ekstrem yang menguras energi dan supportive
leadership sebagai job resource esensial (Bakker & Demerouti, 2007). Kedua, teori Conservation
of Resources (COR) mempertegas bahwa burnout terjadi akibat kehilangan sumber daya
emosional (resource loss) secara bertahap (Hobfoll, 1989). Ketiga, Path-Goal Theory memperjelas
peran kepemimpinan suportif dalam memfasilitasi pencapaian tujuan dengan mengeliminasi
hambatan tugas (House, 1996). Atas dasar rasionalisasi tersebut, penelitian ini mengajukan
kerangka konseptual bahwa toxic workplace environment dan supportive leadership
berpennggaruh langsung terhadap job burnout dan employee performance, dengan job burnout
bertindak sebagai variabel pemediasi.

Meskipun hubungan antar-variabel tersebut telah banyak diteliti, temuan empiris
menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya konsisten. Sejumlah studi melaporkan bahwa
supportive leadership efektif meningkatkan kinerja dan well-being pegawai (Dursun et al., 2026;
Li et al., 2025, Serengaard & Langvik, 2022). Namun, studi lain menunjukkan bahwa
kepemimpinan suportif tidak selalu cukup untuk mereduksi burnout ketika iklim kerja tetap
toksik dan tekanan sistemik tinggi (Blomberg et al., 2024; Kossek et al., 2023). Demikian pula,
hubungan antara burnout dan kinerja pegawai tidak selalu linier. Beberapa penelitian
menemukan bahwa kinerja pegawai dapat dipertahankan melalui kompensasi usaha,
professional buffering, atau karena keterbatasan variasi pengukuran kinerja (Ngo et al., 2024;
Pfltigner et al., 2024; Turek et al., 2024; Wulantika et al., 2023). Kondisi ini menyisakan celah
empiris yang signifikan, khususnya pada sektor publik di negara berkembang yang memiliki
karakteristik unik (Li et al., 2025; Palomino-Lavado et al., 2025). Berbeda dengan sektor privat
yang kinerjanya diukur berbasis efisiensi finansial dan responsivitas pasar yang fleksibel,
sektor publik memiliki karakteristik unik yaitu bersifat highly-requlated, sarat kepatuhan
administratif kaku, serta rentan terhadap intervensi politik lokal dan sistem patronase. Akibat
perbedaan karakteristik yang mendasar ini, generalisasi temuan dari sektor swasta ke dalam
tatanan kepegawaian negara menjadi sangat terbatas dan memerlukan pembuktian empiris
tersendiri. Lebih jauh, dalam birokrasi yang highly-requlated, instrumen penilaian kinerja
formal seperti Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mungkin tidak sepenuhnya menangkap kondisi
psikologis dan realitas kerja aparatur (Astuti & Suryani, 2025; Darwinsyah et al., 2026).

Kesenjangan kontekstual tersebut tampak nyata pada Instansi Pemerintah X, sebuah
organisasi publik yang sedang berada dalam akselerasi reformasi birokrasi. Di satu sisi,
instansi ini menerapkan instrumen kepatuhan formal seperti SKP dan presensi digital.
Namun, pada saat yang sama, dinamika kerja operasional menunjukkan adanya
kemungkinan alokasi beban kerja yang tidak proporsional, fragmentasi komunikasi, dan
ketimpangan dukungan manajerial yang dapat meningkatkan burnout. Menariknya,
meskipun tekanan psikososial dirasakan oleh pegawai, skor kinerja formal tetap relatif tinggi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan empiris: apakah hubungan antara lingkungan kerja
toksik, kepemimpinan suportif, kelelahan kerja, dan kinerja pergawai bekerja sesuai asumsi
umum, atau justru menunjukkan pola yang berbeda dalam birokrasi yang highly-regulated?"

Selain kesenjangan konteks, terdapat pula kesenjangan teoretis dalam menjelaskan
hubungan burnout dan kinerja. Literatur kelembagaan menjelaskan bahwa organisasi dapat
mempertahankan struktur formal yang tampak rasional, tetapi terpisah dari praktik kerja
sehari-hari melalui mekanisme decoupling (Bromley & Powell, 2012; Meyer & Rowan, 1977).
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Dalam konteks birokrasi yang highly-regulated, muncul kemungkinan bahwa instrumen
penilaian kinerja formal seperti SKP tidak sepenuhnya merefleksikan kondisi psikologis dan
realitas kerja aparatur (Buechel & Solinas, 2025; Soffia et al., 2022). Beberapa studi terbaru
pada konteks organisasi publik menunjukkan bahwa formalitas sistem HRM tidak selalu
sejalan dengan pengalaman kerja individual dan hasil kerja yang sesungguhnya (Astuti &
Suryani, 2025; Darwinsyah et al., 2026; Palomino-Lavado et al., 2025). Berdasarkan fenomena
tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengujian empiris model Job Demands-
Resources dan Conservation of Resources dalam konteks birokrasi publik Indonesia yang highly-
regulated, dengan fokus pada dinamika hubungan antara Job Burnout dan Employee Performance
dalam sistem penilaian kinerja formal.

Berdasarkan kesenjangan penelitian dan dinamika teoretis tersebut, penelitian ini
secara spesifik bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh langsung Toxic Workplace
Environment dan Supportive Leadership terhadap Job Burnout serta Employee Performance; (2)
mengevaluasi secara empiris peran Job Burnout sebagai variabel pemediasi; serta (3)
mendiskusikan implikasi temuan terhadap pemahaman dinamika kinerja dalam birokrasi
publik yang highly-requlated. Penelitian ini memperluas penerapan model Job Demands-
Resources, teori Conservation of Resources dan teori Path-Goal pada organisasi publik yang
highly-requlated (Bakker & Demerouti, 2007, Hobfoll, 1989; House, 1996), sekaligus
memberikan bukti empiris awal yang relevan dengan diskusi mengenai means-ends decoupling
dalam literatur manajemen kinerja birokrasi (Bromley & Powell, 2012; Meyer & Rowan, 1977).
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi
Instansi Pemerintah X dalam merekonstruksi sistem evaluasi kinerja, menata perlindungan
kesehatan mental pegawai, serta memperkuat penegakan sistem merit demi mewujudkan
reformasi kepegawaian yang berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan desain survei cross-
sectional. Subjek penelitian adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor pusat Instansi
Pemerintah X (sebuah instansi pemerintahan setingkat kementerian/lembaga) dengan
populasi berjumlah 664 orang. Penentuan ukuran sampel minimum didasarkan pada analisis
kekuatan statistik (power analysis) menggunakan perangkat lunak G*Power. Untuk
mendeteksi ukuran efek (effect size) f? = 0,15 pada pengujian dua arah (a = 0,05; power =
0,95), dibutuhkan sampel minimum sebanyak 123 partisipan. Jumlah ini juga telah memenubhi
rekomendasi kecukupan sampel absolut untuk pengujian korelasi (Creswell & Creswell,
2023). Pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling, di mana data
dikumpulkan melalui kuesioner digital terstruktur dengan skala Likert.

Pengukuran variabel dilakukan dengan mengadaptasi instrumen dari penelitian
terdahulu yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Seluruh item skala menggunakan
skala Likert 1-5, dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”. Validitas konvergen dan
diskriminan serta reliabilitas konstruk dievaluasi dalam tahap analisis outer model pada PLS-
SEM. Pengukuran variabel dilakukan dengan mengadaptasi dan mensintesis elemen
instrumen dari berbagai penelitian teruji guna memastikan relevansi konten yang bersifat
kondisional terhadap fungsi penilaian dan populasi target (Haynes et al., 1995; Messick, 1995).
Prosedur "borrowing items" (peminjaman item) dari instrumen yang sudah ada ini bertujuan
menjamin keterwakilan domain konstruk secara komprehensif demi menghindari construct
underrepresentation (ketidakcukupan representasi konstruk) serta meningkatkan akurasi
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inferensi hasil penelitian (Haynes et al., 1995; Messick, 1995). Variabel meliputi Toxic Workplace
Environment (TWE, 5 indikator; Anjum & Ming, 2018; Michulek et al., 2024; Pertiwi et al., 2024;
Tanis, 2024), Supportive Leadership (SL, 5 indikator; Blomberg et al., 2024; Darwinsyah et al.,
2026; Hassanein et al., 2025; House, 1996; Serengaard & Langvik, 2022), Job Burnout (JB, 4
indikator; Abdullah & Al-Abrrow, 2025; Dara et al., 2025; Fang & Wang, 2026; Liu et al., 2026),
serta Employee Performance (EP, 4 indikator; Astuti & Suryani, 2025; Hidayati et al., 2025; Isbat
et al., 2026; Ngo et al., 2024). Seluruh item skala bersifat unipolar searah (without reverse
scoring) guna meminimalkan cognitive load responden dan mencegah method bias. Analisis
kuantitatif dilakukan melalui Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)
menggunakan SmartPLS 4, mencakup evaluasi Outer Model dan Inner Model.

Hasil dan Pembahasan
1. Hasil
a. Profil Responden dan Data Screening

Pengumpulan data primer berhasil menjangkau 139 partisipan ASN di lingkungan
Instansi Pemerintah X. Tahap pembersihan data (data screening) mengeliminasi 3 jawaban
kuesioner akibat pengisian tidak cermat (unengaged/straight-lining responses), sehingga
diperoleh 136 sampel bersih (N = 136; 20,48% dari populasi) yang melampaui ambang batas
kecukupan G*Power (123 partisipan). Demografi responden didominasi kelompok milenial
dan Gen-Z usia 31-40 tahun (49,26%) dan 20-30 tahun (35,29%), dengan masa kerja 5-10
tahun (37,50%) serta < 2tahun (32,35%). Dari aspek status kepegawaian, sampel
menunjukkan keseimbangan proporsional antara PNS (51,47%) dan PPPK (48,53%),
sehingga mampu merepresentasikan persepsi aparatur secara komprehensif.

b. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi outer model diuji untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk (Hair et
al., 2022). Sebagaimana dirangkum pada Tabel 1, seluruh indikator memiliki nilai outer loading
> 0,700. Kriteria validitas konvergen terpenuhi dengan nilai AVE berkisar antara 0,725
hingga 0,789 (> 0,500). Reliabilitas konstruk juga terkonfirmasi sangat kuat di mana nilai
Cronbach’s Alpha, Composite Reliability (pg), dan Composite Reliability (p.) seluruh variabel
berada di atas 0,700.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Validitas Konvergen dan Realibilitas Konstruk

Variabel/ Outer Loading Cronbach’s ~ Composite ~ Composite Average Variance

Konstruk Alpha Reliability  Reliability Extracted (AVE)
(rho_a) (rho_c)

TWE (X1) 0,836 - 0,893 0,913 0,915 0,935 0,742

SL (X2) 0,829 - 0,924 0,933 0,937 0,949 0,789

EP (Y) 0,829 - 0,903 0,903 0,989 0,928 0,762

JB (2) 0,804 - 0,908 0,872 0,874 0,913 0,725

Sumber: Olahan penulis (2026)

Pengujian validitas diskriminan menggunakan rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT)
menunjukkan bahwa seluruh nilai antarkonstruk berada di bawah ambang batas 0,85
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(Henseler et al., 2015), dengan rasio tertinggi sebesar 0,791 (TWE terhadap JB). Hasil ini
membuktikan bahwa setiap konstruk memiliki diferensiasi yang jelas dan terbedakan secara
empiris.

Tabel 2. Nilai Heterotrait-Monotrait (HTMT)

Konstruk EP JB SL TWE
(Y) Z) Xy X1)

EP (Y)

JB (Z) 0,086

SL (X2) 0,132 0,621

TWE (X1) 0,055 0,791 0,758

Sumber: Olahan penulis (2026)

c. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan untuk menguji kualitas dan
kemampuan prediksi kerangka teoretis sebelum melangkah ke pengujian hipotesis. Evaluasi
ini diukur melalui koefisien jalur (), Koefisien Determinasi (R?), Effect Size (f%), dan Predictive
Relevance (Q%) (Hair et al., 2022). Visualisasi alur hubungan struktural antar-variabel beserta
nilai koefisien jalurnya disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Model Struktural

TWE 2 0.848 JB2 JB3

ANV

0.504 0908 08?9 0.810

TWE 3 <«-0.893
0.879

0.881 psgrg qa7g 0.903
¥ 0017

SL13  4—0.917

40924 EP1 EP2 EP3 EP4

SL

sLs
Sumber: Data Primer diolah menggunakan SmartPLS 4 (2026).

Kemampuan model dalam menjelaskan variansi dari variabel endogen ditunjukkan
oleh nilai R? sementara kontribusi relatif variabel eksogen dievaluasi melalui f2. Uji
Predictive Relevance (Q%) digunakan untuk menguji kemampuan prediksi out-of-sample dari
model. Ringkasan hasil pengujian R?, 2, dan Q? disajikan pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi (R?)

Variabel R* R? Kategori

Endogen Adjusted  Kekuatan
Prediksi

JB 0,513 0,506 Moderat — Kuat

EP 0,040 0,018 Sangat Lemah
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Sumber: Olahan penulis (2026)

Tabel 4. Nilai Nilai Effect Size (f?)

Jalur Hubungan Nilai f2 Kategori Effect Size
TWE - JB 0,405 Efek Besar

SL - ]JB 0,016 Tidak Terdapat Efek
SL - EP 0,040 Efek Kecil

TWE - EP 0,019 Tidak Terdapat Efek
JB - EP 0,000 Tidak Terdapat Efek

Sumber: Olahan penulis (2026)

Tabel 5. Nilai Predictive Relevance (Q?)

Variabel Nilai Q2  Kategori Relevansi Prediksi

Endogen

JB 0,482 Relevansi Prediksi Kuat / Besar (Q2 > 0,35)
EP 0,008 Relevansi Prediksi Sangat Kecil

Sumber: Olahan penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 5, model struktural mampu menjelaskan 51,3% variansi dari
Job Burnout (R* = 0,513) dengan relevansi prediksi yang sangat kuat (Q? = 0,482). Sebaliknya,
kemampuan model dalam menjelaskan variansi Employee Performance sangat lemah (R? =
0,040; Q% = 0,008), yang dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal adanya mekanisme
performance decoupling. Hasil evaluasi f? (Tabel 4) menegaskan bahwa Toxic Workplace
Environment memegang peranan dominan dalam memicu kelelahan emosional pegawai (f% =
0,405; efek besar), sementara Supportive Leadership hanya memberikan kontribusi kecil
terhadap kinerja formal (% = 0,040).

d. Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung (H: - Hs)

Pengujian hipotesis pengaruh langsung dilakukan untuk menguji signifikansi
hubungan kausal antar-konstruk laten. Dikarenakan PLS-SEM tidak mengasumsikan
distribusi data normal multivariat, tingkat signifikansi koefisien jalur () dievaluasi melalui
prosedur non-parametric bootstrapping dengan 10.000 subsampel (Hair et al., 2022).
Penggunaan 10.000 subsampel ini menjamin stabilitas estimasi standard error serta
menghasilkan nilai T-statistik dan P-value yang presisi. Kriteria penerimaan hipotesis
didasarkan pada nilai T-statistik > 1,96 (uji dua arah, @ = 0,05) dan P-value < 0,05. Ringkasan
hasil pengujian H;—Hs disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Hipotesis  Jalur Original Sample Standard T-Statistics P- Keputusan
Hubungan  Sample () Mean (M) Deviation  (||0/STDEV||) Value
(STDEV)
H: TWE (X;) » 0,624 0,628 0,118 5,310 0,000 Diterima
B (2)
H> SL (X,) = -0,124 -0,122 0,129 0,964 0,335 Ditolak
B (2)
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Hipotesis  Jalur Original Sample Standard ~ T-Statistics P - Keputusan

Hubungan Sample () Mean (M) Deviation  (||0/STDEV|]) Value
(STDEV)

Hs TWE (X;) » 0,224 0,241 0,139 1,614 0,107  Ditolak
EP (V)

Ha SL (X,) - 0,277 0,283 0,138 2,013 0,044  Diterima
EP (V)

Hs JB(Z)->EP -0,019 -0,035 0,147 0,130 0,897  Ditolak

)

Sumber: Olahan penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 6, Toxic Workplace Environment berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Job Burnout (B = 0,624;T = 5,310;p = 0,000), sehingga H; diterima. Supportive
Leadership terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Performance (f =
0,277;T = 2,013; p = 0,044), sehingga H, diterima. Sebaliknya, H, (f = —0,124;p = 0,335), H3
(8 =0,224;p = 0,107), dan Hs (B = —0,019;p = 0,897) dinyatakan ditolak karena tidak
memenuhi kriteria signifikansi.

e. Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung/Mediasi (Hs - H7)

Pengujian efek pemediasi Job Burnout (Z) dievaluasi menggunakan prosedur
bootstrapping specific indirect effects dengan 10.000 subsampel. Kriteria mediasi ditentukan
berdasarkan nilai signifikansi jalur tidak langsung (T > 1,96 dan p < 0,05). Ringkasan hasil
pengujian hipotesis mediasi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)

Hipotesis  Jalur Original Sample Standard ~ T-Statistics P- Keputusan
Hubungan Sample () Mean (M) Deviation  (||0/STDEV||) Value
(STDEV)
Hs TWE (X;) » -0,012 -0,021 0,094 0,126 0,900  Ditolak
JB (Z) - EP
(¥)
H SL (X;) = 0,002 0,005 0,027 0,086 0,931 Ditolak
JB (Z) - EP

)

Sumber: Olahan penulis (2026)

Hasil analisis pada Tabel 7 mengonfirmasi bahwa Job Burnout (Z) tidak terbukti memediasi
pengaruh Toxic Workplace Environment terhadap Employee Performance (Y), sehingga Hg ditolak.
Begitu pula pada H; ditolak, di mana Job Burnout tidak menjalankan peran pemediasi antara
Supportive Leadership dan Employee Performance. Ketiadaan efek mediasi pada kedua jalur ini
dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal adanya fenomena Pseudo-Performance, di mana
penilaian kinerja administratif yang bersifat formalitas berpotensi mengisolasi realitas
kelelahan kerja ASN dari paparan lingkungan kerja toksik maupun kepemimpinan suportif.

2. Pembahasan
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a. Pengaruh Lingkungan Kerja Toksik dan Kepemimpinan Suportif terhadap Burnout
dan Kinerja Pegawai

Pengujian statistik menunjukkan bahwa Toxic Workplace Environment berpengaruh
positif dan sangat signifikan terhadap Job Burnout (f = 0,624,p = 0,000). Temuan ini
mendukung kerangka Job Demands-Resources (JD-R) Model (Bakker & Demerouti, 2007) dan
Conservation of Resources (COR) Theory (Hobfoll, 1989), di mana lingkungan kerja toksik
bertindak sebagai job demand ekstrem yang menguras emotional resources pegawai tanpa
diimbangi oleh mekanisme pemulihan daya (resources replenishment) yang sepadan. Ketika
pegawai mengalami ancaman maupun kerugian sumber daya (resource loss) berkelanjutan
akibat dinamika kerja yang disfungsional, mereka secara tidak sadar mengaktifkan
mekanisme pertahanan diri yang pada akhirnya bermuara pada kelelahan emosional
(emotional exhaustion) dan depersonalisasi. Temuan ini konsisten dengan sintesis literatur
sektor publik mutakhir, di mana persepsi politik organisasi (perception of organizational politics)
dan ketidakadilan prosedural terbukti menjadi faktor determinan yang kuat terhadap
kelelahan emosional, munculnya sinisme, bahkan peningkatan turnover intention pegawai
birokrasi (Bukhari et al., 2026; Kulachai, 2025; Salama et al., 2025). Secara konseptual, temuan
ini memberikan implikasi teoretis bahwa aplikasi manajemen SDM di birokrasi publik
menghadapi tantangan unik yaitu rigiditas hierarki dan interferensi politik menciptakan slow-
burning rage atau kemarahan terpendam yang merusak hubungan saling percaya antar
aparatur di luar jangkauan model SDM sektor swasta konvensional.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Supportive Leadership terbukti berpengaruh
langsung positif dan signifikan terhadap Employee Performance (8 = 0,277,p = 0,044), namun
tidak mampu menurunkan Job Burnout secara signifikan (8 = —0,124,p = 0,335). Temuan ini
memberikan komparasi kritis terhadap Path-Goal Theory (House, 1996) dan premis
konvensional JD-R Model (Bakker & Demerouti, 2007). Sebagai job resource di tingkat
interpersonal, dukungan atasan langsung sukses menstimulasi motivational process untuk
pencapaian tugas harian. Namun, dukungan tersebut gagal memicu proses pemulihan energi
emosional. Mengacu pada COR Theory (Hobfoll, 1989), resource gain mikro dari atasan
langsung tidak memadai untuk menutupi resource loss yang diakibatkan oleh toksisitas
makro-sistemik yang terinstitusionalisasi. Temuan ini dapat dipahami dalam konteks
penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kepemimpinan suportif di tingkat mikro
merupakan sumber daya pekerjaan yang terbukti meningkatkan performa tugas melalui
mekanisme timbal balik (Kossek et al., 2023). Namun, efektivitas dukungan interpersonal
tersebut dalam memitigasi kelelahan emosional akan jauh lebih optimal jika disinergikan
dengan keadilan organisasi (distributif dan prosedural) yang berfungsi sebagai moderator
makro (Nguyen et al., 2022). Temuan ini menandai keterbatasan aplikasi teori kepemimpinan
swasta pada birokrasi, di mana dukungan emosional pimpinan sering terfragmentasi oleh
struktur hirarki sehingga gagal mengatasi burnout yang berakar pada ketidakadilan sistemik
lembaga (Nguyen et al., 2022).

Penelitian ini menunjukkan sebuah anomali birokrasi di mana Toxic Workplace
Environment (TWE) secara langsung tidak terbukti mempengaruhi penurunan Employee
Performance (f = 0,224,p = 0,107). Fenomena ini secara teoretis selaras dengan Compensatory
Control Theory (Hockey, 1997), yang menjelaskan bahwa stabilitas kinerja tugas utama dapat
tetap terjaga di bawah tekanan lingkungan yang ekstrem karena individu secara aktif
memobilisasi upaya mental ekstra (subjective effort) demi mempertahankan standar kerja,
meskipun harus menanggung beban psikofisiologis yang besar. Dalam kerangka evaluasi
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birokrasi, instrumen penilaian seperti SKP atau E-Kinerja bersifat decoupled, hanya merekam
ketercapaian kuantitatif atas pelaporan administratif harian tanpa mampu merekam
kesehatan psikologis atau iklim kerja. Sintesis literatur manajemen publik mutakhir
menunjukkan bahwa sistem evaluasi kinerja berbasis administratif murni berisiko
menciptakan false compliance dan latent decrement (Buechel & Solinas, 2025; Soffia et al., 2022).
Pegawai merasa terpaksa mempertahankan performa formal secara maksimal untuk
menghindari sanksi pemotongan penghasilan, meskipun harus mengorbankan kesejahteraan
emosionalnya. Secara konseptual, temuan ini mempertegas implikasi teoretis bahwa kinerja
formal yang stabil dalam lingkungan birokrasi toksik bukanlah indikator efektivitas
manajemen SDM, melainkan bentuk pertahanan diri aparatur yang menutupi kerusakan
sumber daya emosional secara jangka panjang.

b. Evaluasi Peran Mediasi Job Burnout dalam Dinamika Employee Performance

Pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa Job Burnout (Z) tidak terbukti
memediasi pengaruh Toxic Workplace Environment (X;) terhadap Employee Performance (Y) (f =
—0,012; T = 0,126; p = 0,900). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun lingkungan kerja
toksik memicu kelelahan kerja (8 = 0,624; p = 0,000), kondisi krisis psikologis tersebut gagal
menekan capaian kinerja pegawai (f = —0,019; p = 0,897). Secara teoretis, ketiadaan efek
mediasi ini dijelaskan melalui integrasi Conservation of Resources (COR) Theory (Hobfoll, 1989)
dan Institutional Decoupling Theory (Bromley & Powell, 2012; Meyer & Rowan, 1977). Dalam
konteks COR, pegawai secara naluriah melakukan resource protection untuk mempertahankan
sisa energi mental guna menyelesaikan tuntutan tugas dasar. Namun, ketidakmampuan
burnout dalam menurunkan angka kinerja resmi dapat diinterpretasikan sebagai indikasi
hadirnya means-ends decoupling, di mana aturan akuntabilitas birokrasi memutus rantai
kausalitas konvensional (causal decoupling) dengan mewajibkan pemenuhan target
administratif secara kaku. Temuan ini konsisten dengan literatur terkini terkini (Liu et al.,
2026; Soffia et al., 2022) menguatkan fenomena ini melalui konsep Buffer Profesionalisme, di
mana standar kinerja formal tetap dipertahankan akibat tuntutan etis dan sanksi formalitas
meskipun kesejahteraan mental pegawai terganggu. Dengan demikian, ketiadaan mediasi ini
memberikan dukungan empiris awal terhadap kemungkinan fenomena pseudo-performance,
yaitu sebuah kondisi di mana kelelahan kerja aparatur terisolasi secara nyata dari rekam jejak
kinerja resmi karena sistem penilaian birokrasi hanya merekam dokumen formalitas
administratif di atas kertas (formalism).

Selanjutnya, peran mediasi Job Burnout (Z) dalam hubungan antara Supportive Leadership
(X2) dan Employee Performance (Y) juga ditolak atau tidak signifikan (f = 0,002; T = 0,086; p =
0,931). Jalur mediasi ini terputus karena meskipun Supportive Leadership secara langsung
terbukti mendongkrak kinerja formal (f = 0,277; p = 0,044), gaya kepemimpinan ini gagal
menurunkan tingkat Job Burnout secara signifikan (8 = —0,124; p = 0,335). Fenomena ini
dapat dijelaskan melalui Job Demands-Resources (JD-R) Model (Bakker & Demerouti, 2007) dan
Path-Goal Theory (House, 1996), yang memisahkan antara proses motivasi pendorong kinerja
dan proses gangguan kesehatan (health impairment process). Dukungan interpersonal
pimpinan berfungsi efektif sebagai job resource pemicu motivasi teknis, namun tidak berdaya
menjadi peredam kelelahan kerja ketika job demands dan ambiguitas peran terlampau
mendominasi. Literatur terkini (Bukhari et al., 2026; Fang & Wang, 2026; Kossek et al., 2023;
Turek et al., 2024) menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan pada level mikro dalam
mereduksi burnout akan selalu terbentur oleh ketidakadilan prosedural dan politik organisasi
yang bersifat sistemik. Penolakan hipotesis ini mempertegas keterbatasan kepemimpinan
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suportif pada level mikro, di mana kepemimpinan yang baik secara interpersonal hanya
mampu mendorong target teknis formalitas (pseudo-performance), namun gagal menjadi
benteng pemediasi (buffer) yang tangguh terhadap kelelahan mental yang berakar pada
rigiditas dan politik struktural lembaga.

c. Implikasi Temuan terhadap Pemahaman Pseudo-Performance dalam Birokrasi

Publik yang Highly-Regulated

Pengujian hipotesis kelima (Hs) menunjukkan bahwa Job Burnout (JB) tidak
berpengaruh signifikan terhadap Employee Performance (EP) (8 = —0,019, t-statistic = 0,130,
p = 0,897), yang dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal hadirnya anomali Pseudo-
Performance atau kinerja semu dalam birokrasi publik. Kelelahan fisik dan mental yang
dirasakan oleh aparatur ternyata sama sekali tidak merusak atau menurunkan angka
penilaian kinerja formal mereka karena adanya pemutusan hubungan (uncoupling) antara
kapasitas psikologis individu dengan output pekerjaan yang tercatat secara resmi. Namun,
beberapa penjelasan alternatif juga perlu dipertimbangkan. Pertama, terdapat kemungkinan
ceiling effect pada skor kinerja, di mana sebagian besar responden melaporkan nilai kinerja
yang tinggi sehingga variasi skor terlalu rendah untuk mendeteksi efek burnout. Kedua,
penggunaan self-reported performance berpotensi menimbulkan social desirability bias, di mana
responden cenderung melaporkan kinerja yang lebih baik daripada kondisi sebenarnya.
Ketiga, hubungan antara burnout dan kinerja mungkin bersifat nonlinier, di mana dampak
negatif baru terlihat pada level burnout yang sangat ekstrem.

Secara teoretis, temuan ini konsisten dengan terjadinya performance decoupling dalam
tata kelola kepegawaian negara sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kelembagaan (Bromley
& Powell, 2012; Meyer & Rowan, 1977). Penilaian kinerja birokrasi saat ini hanya merekam
ketaatan administratif formal (compliance-based performance) ketimbang produktivitas riil serta
kesejahteraan psikologis aparatur. Dalam teori klasik, organisasi memisahkan struktur formal
dari kegiatan kerja aktual demi menjaga legitimasi melalui ritual simbolis (Meyer & Rowan,
1977), sementara dalam konteks modern hal ini berkembang menjadi means-ends decoupling di
mana kebijakan evaluasi diterapkan secara penuh tetapi memiliki hubungan yang kabur
dengan hasil kerja nyata (Bromley & Powell, 2012). Temuan pada literatur manajemen SDM
publik terkini memperjelas fenomena ini melalui dua sudut pandang utama yaitu perspektif
formalisme sistemik dan perspektif burnout-performance paradox. Di satu sisi, keterpisahan ini
merupakan bentuk patologi birokrasi akibat formalisme administratif SKP (Astuti & Suryani,
2025), di mana sistem manajemen yang cenderung memberikan penalti pada upaya
pemulihan psikologis (Buechel & Solinas, 2025) memaksa pegawai menampilkan kinerja
defensif (Imran et al., 2023) serta melakukan kontrol kompensatori secara mandiri demi
menjaga status administratif mereka (Turek et al., 2024). Di sisi lain, fenomena ini menujukkan
hadirnya burnout-performance paradox di mana professionalism buffer membuat pegawai tetap
menjalankan tugas teknis secara formal meskipun kapasitas psikologisnya telah terkuras
habis (Liu et al., 2026), sementara metrik kinerja administratif justru berfungsi sebagai
indikator yang menyesatkan bagi kesehatan organisasi (Fang & Wang, 2026). Penelitian ini
memberikan bukti empiris awal bahwa sistem penilaian administratif yang kaku dan berbasis
ketaatan formal berpotensi hanya berfungsi untuk mempertahankan legitimasi lembaga,
namun gagal merekam penurunan kapasitas kerja pegawai serta menutup-nutupi dampak
buruk dari lingkungan kerja yang toksik. Namun, interpretasi ini perlu dikonfirmasi dengan
penelitian lanjutan yang menggunakan data kinerja objektif dan pendekatan kualitatif untuk
memahami mekanisme organisasional di balik pola statistik ini.
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Kesimpulan

Studi ini menunjukkan secara empiris bahwa Toxic Workplace Environment (TWE)
merupakan pemicu tunggal dominan kelelahan kerja (Job Burnout) pada Aparatur Sipil
Negara, yang secara substantif mampu menjelaskan 51,3% variansi kelelahan mental
aparatur. Sementara itu, Supportive Leadership (SL) terbukti mampu meningkatkan Employee
Performance (EP) secara langsung, namun gagal menekan tingkat burnout akibat kuatnya
tekanan toksisitas sistemik yang terinstitusionalisasi di lingkungan organisasi publik.
Pengujian model struktural menunjukkan bahwa Job Burnout tidak berperan sebagai variabel
pemediasi dalam menjelaskan dinamika kinerja formal aparatur, di mana rantai kausalitas
psikologis yang mengasumsikan kelelahan mental akan serta-merta menurunkan kinerja
individu tidak terbukti signifikan dalam tatanan birokrasi yang diteliti. Temuan ini
mengindikasikan adanya pola yang konsisten dengan fenomena Pseudo-Performance (kinerja
semu), di mana skor penilaian kinerja formal ASN terisolasi secara signifikan dari kondisi
kesehatan mental dan iklim kerja organisasi. Terisolasinya indikator kinerja formal ini dapat
diinterpretasikan sebagai dampak dari evaluasi yang rigid berbasis kepatuhan administratif
(rigid compliance-based evaluation) pada instrumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta
orientasi pragmatis pegawai dalam mengamankan hak Tunjangan Kinerja.

Secara teoritis, studi ini memperluas batas generalisasi Job Demands-Resources (JD-R)
Model dan Conservation of Resources (COR) Theory dengan menunjukkan bahwa pada
organisasi birokrasi yang bersifat highly-regulated, dampak toksisitas lingkungan kerja dapat
terhenti pada tingkat psikologis individu dan tidak terrefleksi pada nilai kinerja formal.
Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pemahaman dinamika kinerja dalam
birokrasi publik yang highly-requlated, di mana mekanisme evaluasi formal mungkin tidak
sepenuhnya merefleksikan kondisi psikologis dan realitas kerja aparatur. Secara praktis dan
kebijakan, hasil studi ini merekomendasikan kepada Kementerian PAN-RB dan BKN untuk
mereformasi sistem penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) agar tidak sekadar berorientasi
pada akumulasi dokumen kepatuhan, melainkan mengintegrasikan indikator well-being dan
dampak pelayanan riil.

Kendati memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan, penelitian ini
memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu disikapi secara bijak. Penggunaan
desain cross-sectional membuat pengumpulan data bersifat seketika, sehingga belum mampu
merekam dinamika perubahan iklim kerja dan kelelahan kerja aparatur dalam jangka
panjang. Penggunaan self-reported performance berpotensi menimbulkan social desirability bias.
Menyikapi keterbatasan tersebut, agenda penelitian masa depan disarankan untuk
menerapkan desain longitudinal untuk mengamati perkembangan fenomena pseudo-
performance dari waktu ke waktu, serta menggunakan data kinerja objektif untuk mengurangi
bias pengukuran. Selanjutnya, penelitian kualitatif mendalam diperlukan untuk memahami
mekanisme organisasional yang mendasari keterputusan hubungan antara burnout dan
kinerja formal.
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